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Abstrak 

Untuk menganalisa tata kelola pemerintahan desa dalam kontek meningkatkan pelayanan 

masyarakat, dengan focus pada penerapan desain interface di desa pertumbukan kabupaten 

langlat. Pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan aspek penting dalam 

memastikan kesejetaraan dan kepuasan masyarakat lokal melalui pendekatan analisis kuantitatif, 

data dikumpukan melalui wawan cara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, 

termasuk pejabat desa, angota masyakat, dan tokoh masyarakat. Hasil analisa menunjukan 

bahwa tata kelola pemetintahan desa memiliki pemerintaan kursial dalam meningkatkan 

pelayanan masyarakat. Implementasi desain interface seperti aplikasi berbasis teknologi 

imformasi telah menjadi suatu upaya yang diadopsi oleh pemerintahan desa patumbukan untuk 

meningkatkan aksebilitas dan keterjangkauan layanan publik namun demikian tantangan seperi 

sumberdaya manusia, infarastruktur dan literasi digital masih menjadi hambatan dalam proses 

implementasi yang optimal. 

Kata Kunci : Tata kelola Pemerintahan desa, Peningkatan Pelayanan Masyarakat, 
Desain Interface. 

 

Abstract 

To analis Government in the context of improving community service, with a focus on the 
application of interface design in the growth village of langkat district. Effective and efficien 

community service are an important aspect in ensuring equality and satisfaction of local 

communities through a quantitative analysis approach, data through in- depth interviews with 
varios stakeholders, including village officials, community members and community leaders. 

The results of the analysis show thet villege government governance has a leadership role in 

improving community services. Implementing interface designs such as information technology- 
bases application has become and effort adopted by the patucreasebmbukan village government 

to increase the accessibility and affordability of public services, however challenger such as 
human resources, infrastructure and digital are still obstacles in the optimal implementation 

process. 

 

Keywords : Village Governance, Improvement Of Community Service, Interface Design. 

 

I. PENDAHULUAN 

Desa sebagai unit terkecil dalam 

struktur pemerintahan memiliki peran yang 

sangat penting dalam menjalankan fungsi- 

fungsi pelayanan masyarakat yang merata 

dan berkwalitas pemerintahan desa 

memiliki   tanggung   jawab   untuk 

memberikan layanan yang efektif dan 

efisien kepada masyarakat guna 

memastikan kesejateraan serta kepuasan 

hidup mereka. Dalam kontek ini tata kelola 

pemerintaan desa menajdi kunci utama 

dalam menentukan sejauh mana kualitas 
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pelayanan masyarakat dapat 

ditingkatkan(Djiko & Dalensang, 2021). 

Desa partumbukan yang terletak di 

kecamatan Wampu menjadi subjek penting 

dalam penelitian ini. Desa ini 

mencerminkan tantangan yang dihadapi 

oleh banyak desa di indonesia, termasuk 

dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Ditengah pesatnya 

pengembangan teknologi informasi 

penerapan desain interface telah menjadi 

startegi yang diolah sejumlah pemerintaan 

sebagai upaya untuk mempermudah akses 

dan meningkatkan kualitas pelayanan 

publik.(Desa et al., n.d.) 

Namun demikian upaya pelayanan 

tersebut telah dilakukan , belum ada 

penelitihan secara khusus mengkaji dampak 

dan efektifitas implementasi desain 

interface dalam meningkatkan pelayanan 

masyarakat ditingkat desa, terutama dalam 

kontek tata kelola pemerintaan desa oleh 

karena itu bertujuan untuk melaukan 

analisis mendalam terhadap peran tata 

kelola pemerintaan desa terhadap 

peningkatan pelayanan masyarakat dengan 

memanfaatkan desain interface di desa 

partumbukan kecamatan Wampu(Yusman 

et al., 2022) 

Populasi penelitihan ini adalah 

masyarakat partumbukan kec. Wampu 

teknik sampling dalam penelitihan ini 

adalah teknik non- probability dengan jenis 

accidental sampiling yaitu teknik 

penentuan berdasarkan faktor spontanitas 

artinya siapa saja yang tidak sengaja 

bertemu dengan penelitihan dan sengaja 

bertemuan dengan penelitihan dan 

karakteristik atau ciri- cirinya yaitu 

masyarakat yang berkunjung ke ke kantor 

desa partumbukan kec wampu maka orang 

tersebut dapat dijadikan samplel atau 

responden dalam penelitihan sebagai dasar 

dalam pengumpulan data.[1] 

Skala pengukuran yang digunakan 

untuk penelitihan ini adalah skala interval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yaitu dimana skala di urutkan berdasarkan 

atribut tertentu. Dimana jarak disetiap 

interval adalah sama 

Peranan komputer saat ini sangat 

berperan penting memberikan kemudahan 

didalam perkerjaan dan membantu didalam 

memecahkan masalah didalam tata kelola 

pelayanan masyarakat di desa partumbukan 

kac wampu khususnya dalam pembuatan 

KTP dalam proses proses data, sehingga 

dapat mempermudah perkerjaan manusia. 

(Fuji, 2019) 

Bisa diperkirakan semua intansi 

baik yang bersifat negeri maupun swasta 

telah mengunakan sistem komputer demi 

kebutuhan data informasi yang lebih efektif 

yang mendapatkan hasil yang sesuai yang 

di inginkan sesuai dengan waktu yang 

diinginkan dan efisien dalam melakukan 

suatu perkerjaan agar memberikan hasil 

memuaskan dengan tepat waktu. Pencatatan 

dan pengolahan data penduduk seperti kartu 

tanda penduduk merupakan tanggung jawab 

pemerintahan kabupaten kota dimana 

pelaksanaan diawali oleh kantor desa selaku 

ujung tombak pendatan penduduk. 

Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan 

cepat tetapi pada kenyataanya, belum 

semua kantor desa yang mengunakan 

karena belum menyadari penuh 

pemanfaatan sistem informasi 

terkomputerisasi.(Yusman et al., 2022) 

Seperti kantor desa pertumbukan 

yang merupak kantor desa yang digunakan 

masyarakat dalam hal permohonan 

pembuatan kartu tanda penduduk namun 

proses pembuatan kartu tanda penduduk 

yang dibuat secara manual dengan tingkat 

aministrasi manual , [2]sehinga menjadikan 

tingkat efektifitas yang dapat mencapai 

hasil akhir sesuai dengan waktu yang di 

inginkan dan efisien yang dapat dihasilkan 

perkerjaan tepat waktu menjadi lemah 

pembuatan kartu tanda penduduk menjadi 

terhambat dan belum bisa diterima oleh 

masyarakat secara merata karena minimnya 
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ketersedian sumberdaya dan sarana yang 

bisa menopang petugas di kantor 

desa.(Kartika Ayu, 2020). 

 

II. MOTODOLOGI PENELITIHAN 

Penelitihan     ini     mengunakan 

pendekatan kuantitatif dengan studi kasus 

sebagai   metode   utama    memungkikan 

penelitihan ini mendapatkan pemahaman 

yang mendalam tentang konteks spesifik 

dari tata  kelola     pemerintahan   dan 

implentasi     desain     interface   dalam 

meningkatkan pelayanan masyarakat didesa 

partumbukan. Desa pertumbukan yang 

terletak dikec wampu propinsi sumatera 

utara teknik pengumpulan data dalam 

penelitihan     ini    melakukan   teknik 

wawancara mendalam dengan berbagai 

pemangku kepentingan, seperti kepala desa, 

staf pemerintahan desa, tokoh masyarakat 

dan anggota masyarakat. Oservasi langsung 

terhadap proses tata kelola pemerintahan 

desa serta interaksi pemerintahan desa 

dengan  masyarakat     desa.   Data  yang 

dikumpulan    akan    di    analisis    akan 

melibatkan[4]    proses       pengkodean, 

kategorisasi, dan interprestasi data untuk 

mengidentifikasi  data   untuk temuan- 

temuan terkait dengan peran tata kelola 

pemerintaan desa dalam meningkatkan 

pelayanan   masyarakat    dengan  desain 

interface tekni analisis ini membantu dalam 

mengambarkan      gambaran   yang 

koperehensip dalam dinamika dan interaksi 

antara variabel  variabel yang diteliti. 

Validitas dan reliabilitas untuk memastikan 

validitas dan reabilitas data teknik trigulasi 

akan digunakan. Ini akan melibatkan 

beberapa sumber data serta pengumpulan 

data dan pendekatan pengumpulan data 

untuk mengofirmasi penelitihan ini juga 

mengunakan prinsip- prinsip etika termasuk 

persetujuan dari pihak- pihak yang terlibat, 

menjaga  kerasihan  informasi  dengan 

mengunakan  metode  penelitihan  ini 

diarapkan     penelitihan     dapat 

memberikan[5] 

pemahaman yang mendalam tentang peran 

tata kelola pemerintahan desa dalam 

meningkatkan pelayanan masyarakat 

dengan desain interface di desa 

partumbukan kecamatan wampu. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses pendaftaran KTP dilakukan 

dengan baik dikantor pemerintahan desa 

pemohon diberikan informasi yang jelas 

mengenai persyatan prosedur pendaftaran 

verivikasi dilakukan dengan secara cermat 

untuk menghasilan keabsahan informasi 

yang disampaikan oleh pemohon namun 

kadang kala terlambat dalam proses 

perivikasi akibat keterbatasan petugas, 

pemohon diminta untuk mengisi formulir 

dengan data yang lengkap dan akurat 

namun beberape pemohon mungkin 

membutuhkan bantuan dalam pengisian 

tersebut, pemeriksaan dilakukan terdapat 

beberapa kesalahan yang harus diperbaiki 

(Rusdia, 2019)[6] 

KTP merupakan identitas resmi 

bagi seluruh warga negara Indonesia pada 

tahu 2006 ditetapkan UU no 23kartu tanda 

penduduk yang dikenal dengan nama 

elektronik kartu tanda penduduk atau (e- 

KTP) memiliki masa berlaku 5 tahun dari 

segi kualitas pelayanan publik sangat 

ditentukan oleh pemerintah atau lembaga 

pelayanan (propider) ditentukan secara 

bersama- sama kualitas layanan dibatasi 

hanya merupakan strategi bisnis dalam 

melayani masyarakat desa pertumbukan kec 

wampum juga tak terlepas dari 

permasalahan layanan serta tata kelola di 

desa partumbukan dalam proses pelayanan 

pembuatan KTP.[7] 

Terdapat keterbatasan sumberdaya 

dan infrastruktur yang dapat mempengaruhi 

kelancaran proses pembuatan KTP, seperti 

jumlah petugas yang terbatas dan peralatan 

yang kurang memadai oleh karena itu di 

perlukan analisa desain system didalam 

proses pembuatan KTP(Widibudiarti, 

1945).[8], [9]. 
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dimana memberikan kemudahan bagi para 

petugas yang mana dengan adanya system 

ini sangat membatu sekali dalam proses 

pembuatan KTP desain system ini perlu di 

informasikan kepada masyarakat karena 

akan mempermudah didalam pembuatan 

KTP sehingga analisa tata kelola 

pemerintahan desa khususnya dalam proses 

pembuatan kartu tanda penduduk 

(KTP)(Fuji, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur System Pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk 

 

Dari gambar diatas terliat sangat 

jelas sekali dimana desain system 

memberikan kemudahan bagi masyarakat 

didalam pembutan kartu tanda penduduk 

dimana dengan aplikasi yang dirancang ini 

membuat kemudahan masyarakat dalam 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP). 

Dengan melakukan pembahasan ini 

diharapkan desa pertumbukan kec wampu 

dapat  terus  meningkatkan  efisiensi  dan 

kualitas layanan dalam proses pembuatan 

KTP sehingga dapat memberikan pelayanan 

yang lebih baik ke pada masyarakat. 

 

 

Gambar 2.  Tampilan login 

Merupakan  tampilan  awal  saat 

aplikasi digunakan  dalam mengunakan 

aplikasi  ini  dibutuh  registrasi  terlebih 

dahulu 
 

 
Gambar 3. Tampilan halam Utama 
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Setelah login maka akan muncul 

tampilan seperti gambar diatas yang mana 

sesuai dengan sarat dan ketentuan 

masyarakat bias melakukan pengimputan 

data sesuai dengan syarat dan ketentuan 

 

Gambar 4. Menu Pengisian Data 

Setelah melakukan registrasi maka 

akan muncul pengisian data nanti aka nada 

perivikasi yang mana akan ada pengecekan 

data oleh pihak admin desa 

 

 
 

Gambar 5. Isi Data 

Setelah selesai untuk pengisan data 

tersebut akan ada lagi pengisian data 

pribadi guna untuk keamanan data. 

 

 

Gambar 6 tampilan pengsian data 

pribadi 

Setelah dilakukan pengisian 

data ini nanti aka nada verivikasi kapan 

jadwal pembuatan KTP tersebut apabila 

telah memenuhui syarat dan ketentuan. 
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IV. KESIMPULAN 

Tata kelola pemerintahan desa 

memiliki peran penting dalam menentukan 

efektifiitas dan efisiensi dalam pembutan 

KTP. Kualitas tata kelola akan 

mempengaruhi transparansi, akunstabilitas, 

dan keterlibatan masyarakat dalam proses 

teresebut , desain interface yang baik dapat 

memudahkan akses interaksi antara 

masyarakat dengan pemerintahan desa 

dalam pembuatan KTP. Interface yang 

ramah dan pengguna yang mudah dipahami 

akan meningkatkan partisivasi masyarakat 

serta efisiensi dalam pengumpulan data. 

Dengan [1]meningkatkan tata kelola 

pemerintahan desa menerapkan desain 

interface yang sesuai, serta memanfaatkan 

teknologi informasi dengan baik desa 

pertumbukan dapat meningkatkan efisiensi 

kualitas dan layanan dalam proses 

pembuatan KTP. Hal ini akan memberikan 

dampak positif pada kepuasan masyarakat 

serta terwujudnya layanan publik yang 

lebih baik dan responsip terhadap 

kebutuhan masyarakat.[10] 

 

 

V. SARAN 

Mengadakan program edukasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya 

memiliki KTP serta prosedur dan 

persyaratan pembuatan KTP sosialisi ini 

dapat dilalukan secara rutin melalui 

berbagai media komunikasi, seperti media 

sosial, brosur dan ceramah ditingkat desa. 

Mengembangkan system informasi terpadu 

untuk memudahkan proses pendaftaran dan 

pengolan data KTP system ini harus user- 

friendly dan mudah diakses masyarakat 

serta memastikan keaman data yang 

terjamin. Dengan menerapkan saran ini 

diharapkan sekali desa partumbukan dapat 

meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan 

dalam proses pembutan KTP serta 

memberikan pengalaman yang lebih baik 

kepada masyarakat 
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